
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 36020); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

WALT KOTA KENDARI, 

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil 
Negara yang handal, profesiona1 dan bermoral sebagai 
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prlnsip 
pemerint.ahan yang baik, perlu melaksanakan 
penegakan clisiplin; 

b. bahwa penegakan clisiplin Aparatur Sipil Negara di 
lingkungan Pemerintahan Daerah barus dilaku.kan 
untu.k mendorong Pegawai Negeri Sipil agar lebih 
produktif; 

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil dan Peraturan Pemerintah Nornor 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja maka Peraturan Wali Kota Nomor 36 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil clilingkU:ngan 
Pemerintah Kota Kendari, perlu cliganti kcrcna sudah 
tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum saat 
ini; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai.mana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Pcraturan Wali Kota tentang Tata Cara 
Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kota Kendari; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALlKOTA KENDARI 
NOMOR ~ b TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENEGAKAN DISTPLTN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 
DJLINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
WALT KarA KENDARI 

WALi KOTA KENDARI 



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573); 

4. Unclang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nornor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor L 1 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 224, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6264); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang 
Upaya Administratif dan Sadan Pertimbangan Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 202 l Nomor 175, Tambahau Lembaran Ne_gara 
Republik Indonesia Nomor 6705); 

8. Peraturan Pemerintab Nomor 94 Tabuo 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6718); 

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintab Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Belita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 384; 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkar Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016), 
sebagaimana telah diubah beberapa reakhir dengan 
Peraturan Daerab Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerab Kota Kendari (tembaran Daerah 
Kata Kendari Tahun 2019 Nomor 47) 



Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari 
2. Pernerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memi.mpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Kota Kendari. 

3. Wall Kota adalah Wall Kota Kendari. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintab Dengan Pcrjanjiao Kcrja yang diangkat oleh 
Pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 
undangan 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutoya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertcntu, diangkat sebagai Pcgawai ASN secara tctap 
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pernerintahan 

7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disingkat PPPK adaJah warga oegara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 

8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan 
PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang­ 
undangan. 

9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, 
atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati 
kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan 
Disiplin Pegawai ASN, balk. yang dila.kukan di dalam 
maupun di luar jam kerja. 

10. Hukuman Dieiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 
oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS 
atau PPPK karena melanggar peraturan Disiplin 
Pegawai ASN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN WALi KO'l'A KENDARJ TENTANG TATA CARA 
PENEGAI<AN DlSIPLIN PEGAWAl APARATUR SfPIL 
NEGARA DJL!NGKUNGAN PEMERI.NTAIJ KOTA KENDARl. 

MEMU'l'USKAN: 
Menetapkan 



Setiap PNS wajib: 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang­ 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pcrnerintah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat 

pemerintah yang berwenang; 
d. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; 
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, 

perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, 
baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat 
rnengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

i. menghadiri dan mengucapkan sumpahjanji PNS; 
j. mcnghadiri dan rnengucapkan surnpah janji jabatan; 
k. mengutamakan kepentingan negara daripada 

kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Kewajiban dan Larangan PNS 

BABU 
DlSlPLlN PNS 

11. Upaya Adrninistratif adalah proses penyelesaian 
sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak 
puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat. 

12. Keberatan adalah Upaya Adm.inistratif yang ditempuh 
oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan 
PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain 
pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK 
dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai 
ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat. 

13. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang 
ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap 
Keputusan PPK mengenai pemberbentian sebagai PNS 
atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai 
PPPK. 

14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah peiabat yang mempunyai 
kewenangan rnenetapkan pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajernen ASN di instansi pemerintab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

15. Sadan adalah Perangkat Daerah yang rnembidangi 
unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan 
S umber Daya Man usia. 



Setiap PNS dilarang: 
a. menyalahgunakan wewenang; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi dan/atau orang lain dengan rnenggunakan 
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik 
kepentingan dengan jabatan; 

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara Iain; 
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasicnal 

tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK; 
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 

lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan 
oleh PPK; 

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak 
atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga 
milik negara secara tidak sah; 

g. rnelakukan pungutan di luar ketentuan; 
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; 
i, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 
j. mengbalangi berjalannya tugaskedinasan 
k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan 

dan/ atau pekerjaan; 
L meminta sesuatu yang berh ubungan dengan jabatan; 
m. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu 

tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 
yang dilayani; dan 

n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil 
prcsidcn, calon kepala daerahj'wakil kepala, calon 
anggota dewan perwakllan rakyat, calon anggota dewan 
perwakilan daerah, atau calon anggota dewan 
perwakilan rakyat daerah dengan ca.ra : 
1. ikut kampanye; 
2. rnenjadi peserta kampanye dengan menggunakan 

atribut partai atau atribut PNS; 
3. eebagai peserta kampanye dengan mengerahkan 

PNS lain; 
4. sebagai peserta kampanyc dengan menggunakan 

fasilitas nega.ra; 
s, membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

Pasal 3 

1. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hat yang dapat membahayakan 
keamanan negara atau merugikan keuangan negara; 

m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 
n. menggunakan dan memelihara barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya 
o. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat 

pemerintah yang berwenang; 
p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengembangkan kompetensi; dan 
q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 



( t) 1'ingkat Hukurnan Disiplin PNS terdiri atas: 
a. hukuman Disiplin ringan 
b. hukuman Disiplin sedang: dan 
c. hukuman Disiplin bcrat. 

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1.) huruf a terdiri atas: 
a. teguran lisan 
b. teguran tertulis; dan 
c. pemyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) burufb terdiri atas: 
a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 

25% [dua puluh lima persen] selama 6 (enam) bulan 
b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 

25°/o [dua puluh .lirna persen) selama 9 (sembilan) 
bulan; atau 

c. pemotongan tambaban penghasilan pegawai sebesar 
25o/o (dua puluh lima persen] selama 12 (dua belas) 
bulan. 

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c tercliri atas: 
a. penurunan jabatan setingkat Jebih rendah selama 

12 (dua belas) bulan; 
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 

pelaksana selama 12 (dua belas] bulan; dan 
c. pemberhentian dengan hormat tidak at.as 

permintaan sencliri sebagai PNS. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Tingkat dan Jenis Hukuman PNS 

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan/ a tau Pasal 3 dijatuhi 
Hukurnan Disiplin, 

Pasal 4 

menguntungkan atau merngikan salah satu 
pasangan calon sebelurn, selama, dan sesudah 
masa kampanye; 

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah roasa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 
anggota keluarga, dan masyarakat; dan atau 

7. memberikan surat dukungan disertai foto .kopi 
kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda 
penduduk 



Hukuman Disiplin ringan sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran 
terhadap kewajiban : 
a. melaksanakan kebijakan yang clitetapkan oleh 

pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 buruf c, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat 
Daerah; 

b. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, 
apabila pelanggaran bcrdarnpak negatif pada 
Perangkat Daerah; 

c. melaksanakan tugas keclinasan dengan penuh 
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, 
apabila pelanggaran berdampa.k negatif pada 
Perangkat Daerah; 

d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam 
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap 
orang, baik di dalam maupun di luar kcdinasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Perangkat Daerah; dan 

e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat 
mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaim.ana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila 
pelanggaran berdampak negattf pada Perangkat 
Daerah. 

f. mengutamakan kepentingan negara daripada 
kepentingan pribadi, seseorang, dan / atau golongan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf k, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Perangkat Daerah; 

g. .Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam. kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, yang 
berdampak pada Perangkat Daerah berupa : 
l. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja 

tanpa A.lasan Yang Sab secara kumulatif selama 3 
(tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 

2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja 
tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selarna 4 
(empat) sampal dengan 6 (enam] hari kerja dalam 
1 [satu] tahun; dan 

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS 
yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah 
secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 
10 (sepuluh] had kerja dalam l [satu] tahun. 

h. menggunakan dan memelihara barang milik Negara/ 
Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana 

Pasal 6 



Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf b ctijatuhkan bagi pelanggaran 
terhadap kewajiban : 
a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Perangkat Daerah dan/ atau Pemerintah Kota 
Kendari; 

b. rnelaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
pejabat pemerintah. yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila 
pe]anggaran berdampak negatif pada Pemerintah 
T<ota Kendari; 

c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Peroerintah Kota Kendari; 

d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Pemerintah Kota Kendari; 

e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam 
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setlap 
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Pemerintah Kota Kendari; dan 

f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat 
mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila 
pelanggaran berdarnpak negatif pada Peruerirrtah 
Kota Kendari. 

g. mengnadirt dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai 
Negeri Sipil sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf h, apabila pelanggaran dilakukan tanpa Alasan 
YangSah; 

h , rnenghadiri dan rnengucapkan sumpah/janji jabatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf i, 
apabila pelanggaran dilakUkan tanpa Alasan Yang 
Sah; 

Pasal 7 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat 
Daerah: dan 

i. mernberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan kompetensi sebagairoana diroaksud 
dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada Perangkat Daerah. 



Hukuman Disiplin berat sebagaim.ana dimaksud dalarn 
Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran 

Pasal 8 

1. mengutamakan kepentingan negara dari pada 
kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 2 huruf j, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi 
yang bersangkutan: 

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan 
keamanan Negara/Daerah atau merugikan keuangan 
Negara/Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada Pernerintah Kota Kendari; 

k, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang 
berwenang scsuai ketentuan Peraturan 
Perundangundangan sebagaimana dim.aksud dalam 
Pasal 2 huruf 1 yang dilakukan pejabat administrator 
dan pejabat fungsional; 

I. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m 
berupa: 
1. pemotongan tarnbahan penghasilan pegawai 

sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) selama 6 
(enam) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak 
Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara 
kumulatif selama I 1 (sebelas) sam.pai dengan 13 
(tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun: 

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) selama 9 
[sernbilan] bulan bagi Pcgawai Negeri Sipil yang 
tida.k Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara 
kumulatif selama 14 (eropat betas) sampai dengan 
16 (enarn belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 
dan 

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25o/o [dua puluh lima persen) selama 12 
(dua belas] bulan bagi Pegawai Negeri Sip11 yang 
tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara 
kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 
20 (dua puluh] hari kerja dalam 1 (satu) tahun. 

rn. menggunakan dan memelihara barang roilik Negara/ 
Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaim.ana 
dim.aksud dalam Pasal 2 huruf n, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah 
Kota Kendari; dan 

n. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 
mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf o, apabila pelanggaran 
berdarnpak negatif pada Pemerintah Kota Keridari. 



terhadap kewajiban : 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif 
pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Kendari, 
dan/ atau Negara; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; 

c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, a:pabila 
pelanggaran berdampak negatifpada negara; 

d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; 

e. melaksanakan tugas kedinasan dcngan pcnuh 
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, 
apabila pclanggaran berdarnpak negatif pada negara; 

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam 
sikap, perilaku, ucapan, dan. tindakan kepada setiap 
orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf f, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; 
dan 

g. rnenyimpan rahasia jabatan dan hanya dapar 
mengemukakan rahasia jabatan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apa bila 
pelanggaran berdampak negatif pada negara . 

.h. mengutamakan kepentingan negara daripada 
kepentingan pnbadi, seseorang, dan/ atau golongan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf j, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara 
dan/ atau Pemerintah Kota Kendari. 

i, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila 
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan 
keamaoan Negara/Daerah atau merugikan keuangan 
Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud dalam 2 
huruf k, apabila pelanggaran berdarnpak negatif pada 
Negara dan/ atau Pernerintah Kota KendarL 

J. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan Peraturan 
Perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 2 huruf 1 yang dila.kukan pejabat pimpinan 
tinggi dan pejabat lainnya; 

k, Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huru.f m 
berupa: 



Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a diiatuhkan bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang melanggar ketentuan larangan : 
a. memiliki, rnenjual, merubeli, menggadaikan, 

menyewakan, atau meminjamkan barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat 
berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat 
Daerah; 

b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara/ Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada 
Perangkat Daerah; 

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf I, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat 
Daerah; dan 

d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf j, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat 
Dae rah. 

Pasal 9 

l. penurunan jabatan setingkat lebih rendab selama 
12 (dua belas) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah 
secara kurnulatif selama 21 (dua puluh satu) 
sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja 
dalam 1 [liaLU) tahun; 

2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja 
tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 
25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua 
puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun 

3. pemberhentian dcngan honnat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja 
tanpa Alasan Yang Sab secara kumulatif selama 
28 (dua puluh delapan] hari kerja atau lebib 
dalam 1 (satu) tahun; dan 

4. pemberhentian dcngan horrnat tidak atas 
permintaan sendiri sebagal Pegawai Negeri Sipil 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja 
tanpa alasan yang sah secara terus menerus 
selama 10 [sepuluh] hari kerja. 

I, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan 
dcngan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q. 



Hukuman Disiplin berat sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 5 ayal (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang melanggar ketentuan 1arangan : 
a. menyalabgunakan wewenang sebagairoana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a; 
b. rnenjadi perantara untuk mendapatkan keunrungan 

pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan 

Pasal 11 

Hukuman Disiplin sedang sebagalmaua dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1) h uruf b dijatuhkan bagi Pegawai Negeri 
Sipil yang melanggar ketentuan larangan : 
a. memillki, menjual, rnembeli, menggadaikan, 

menyewakan, atau meminjamkan barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat 
berharga milik Negara/ Daerah secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 
bersangkutan 

b. rnelakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/ atau 
instansi yang bersangku tan; 

c. rnelakukan kegiatan yang merugikan Negara/ Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 buruf h, 
apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi 
yang bersangkutan: 

d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, apabila 
pelanggaran berdampak negarif pada instansi yang 
bersangkutan: 

e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan 
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang 
dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
m, apabila pelanggaran berdampak ncgatif pada 
instansi yang bersangkutan; 

r. menghalangi berjalannya tugas kedinasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, apabila 
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang 
bersangkutan; dan 

g. mernberikan dukungan kepada calon Presideri/Wakil 
Presiden, calon. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan 
atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 
2. 

Pasal 10 



kewenangan orang lain yang diduga terjadi benturan 
kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b; 

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ 
atau lembaga atau organisaei internasional tanpa izin 
atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sebagairnana climaksud dalam Pasal 3 
huruf c dan huruf d; 

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 
lembaga swadaya .masyarakat asing kecuali 
ditugaskan oleh Pejahat Pembina Kepegawaian 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 h uru I e; 

e. memiliki, mcnjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat 
berharga milik Negara/ Daerah secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apablla 
pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/ 
atau Pcmcrintah Kota Kendari; 

f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran 
berdampak negatif pada Negara dan/ atau Pemerintah 
Daerah Kota Kendari; 

g, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan 
dan/ atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf k; 

h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan 
sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 3 'huruf I: 

i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 
Presiden calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana diroaksud dalam Pasal 3 huruf n angka 
3sampai dengan angka 7 dengan cara: 
1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan 

Pegawai Negeri Sipil lain; 
2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 

fasilitas negara; 
3. membuat keputusan dan/ ata.u tindakan yang 

menguntungkan atau rnerugikan salah satu 
pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah 
masa kampanye; 

4. rnengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadl peserta pemilu sebelurn, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 
Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan 
masyarakat; dan/ atau 

5. mernberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu 



(1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin 
PNS, terdiri atas: 
a. Wali Kota; 
b. pejabat pimpinan tinggi prarama; 
c. pejabat administrator; dan 
d. pejabat pengawas. 

(2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin 
bagi PNS yang menduduki jabatan : 
a. pimpinan tlnggi prat.a.ma untukjenis hukuman: 

l. teguran Iisan; 
2. teguran tertulis; 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis; 
4.pemotongan tambahan penghasilan pegawai 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 
[enam] bulan; 

5. pernotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25% (dua puluh lima persen] selama 9 
(sembilan] bulan; 

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 
(dua belas) bulan; 

7. pcnurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 
12 (dua belas) bulan: 

8. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan 

9. pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai PNS; 

b. administrator ke bawah untukjenis hukuman: 
1. pemotongan tam bahan penghasilan pegawai 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 
(enam) bulan; 

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25o/o [dua puluh lima persen) selama 9 

Pasal 13 

Bagiari Ketiga 
Pejabai Yang Berwenang Menghukum 

Pelanggaran Disiplin PNS 

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan 
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf m dihitung secara kumulatii 
sampai dengan akhir tahun berjalan. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak Masuk Kerja dan tidak 
meoaati ketentuan jam kerja tanpa Alasan Yang Sah 
secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k angka 
4 diberhentikan pembayaran gajinya sejak hulan 
berikumya. 

Pasal 12 

tanda penduduk atau surat keterangan tanda 
penduduk. 



1. teguran lisan 
2. teguran tertulis; 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

menetapkan 
PNS yang 

(sembilan) bulan; 
3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 

sebesar 25% (dua puluh Iima persen] selama 12 
(dua belas) bulan; 

4. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 
l2 (dua belas) bulan; 

5.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan 
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan 

6.pemberhentian dengan hormat tidak atas 
perrnintaan sendiri sebagai PNS; 

c. fungsional untuk jenis hukuman: 
1 . Penurunan jabatan setingkat Iebih rendah selama 

12 (dua berlas). 
2. pembebasan dari jabatarmya rnenjacli jabatan 

pelaksana selama 12 (dua betas) bulan; dan 
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan scndiri sebagai PNS. 
3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, 

penjatuhan Hukuman Disiplin bagi 
menduduki jabatan: 
a. administrator di lingkungannya untuk jenis 

hukuman: 
l. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pernyataan tidak: puas secara tertulis. 

b. pengawas di lingkungannya untukjenis hukuman: 
L pemotongan tarnbahan penghasilan pegawai 

sebesar 25% [dua puluh lima persen) selama 6 
(enam) bulan; 

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebeear 25% (dua puluh lima persen) selama 9 
(sembilan) bulan; 

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 
(dua belas) bulan; 

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; 
3. pernyataan tirlak puas secara tertulis 
4. pernotongan tambahan penghasilan pegawai 

sebesar 25% (dua puluh lima persen] selarna 6 
(enam) bulan; 

5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 250/o (dua puluh lima persen) selama 9 
(sembilan) bulan; 

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) selama 12 
(dua belas) bulan. 

(4) Pejabat administrator rnenetapkan penjatuhan 
Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki 
jabatan: 
a. pengawas di lingkungannya untuk jenis 

hukuman: 



b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis 
bukuman: 
1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 

sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) selama 
6 (enam) bulan; 

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25o/o (dua puluh liroa persen] selama 
9 (sembilan) bulan; 

3. pemotongan tambahan penghasllan pegawai 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 
12 (dua belas) bulan. 

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis 
hukuman: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; 
3. pernyataan tidak puas secara; 
4. pemotongan tambahan pengbasilan pegawai 

sebesar 25% (dua puluh lirna persen) selama 
6 (enam) bulan; 

5. pemotongan tarnbahan penghasilan pegawai 
sebesar 25% (dua pulub lima persen) sela.roa 
9 (sembilan) bulan 

6. pemotongan tambahan pengbasilan pegawai 
sebesar 25%, (dua puluh lima persen] selama 
12 (dua belas) bulan. 

(5) Dalam hal tidak tcrdapat pejabal administrator 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4), koordinator 
dapal menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS 
yang menduduki jabatan : 
a. Pengawas di lingkungannya untuk jenis 

hukuman: 
l. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; 
3. pemyataan tidak puas secara. 

b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis 
hukuman : 
1. pemotongan tambaban penghasilan pegawai 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 
6 (enam) bulan; 

2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 
9 (sembilan) bulan; 

3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selarna 
12 [dua belas) bulan. 

c. fungsional di lingkungannya untuk jenis 
hukuman: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; 
3. pernyataan tidak puas secara tertulis; 
4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 

sebesar 25°/., (dua puluh lima persen] selama 
6 (enam) bulan; 

5. pemotongan tambahan pengbasilan pegawai 
sebesar 25o/o (dua pulnh lima persen] selama 
9 [sembilan] bulan; 



Setiap PPPK wajib: 
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancaaila, Undang­ 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
pemerintah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c, melaksanakan kebija.kan yang ditetapkan oleh pejabat 

pemerintah yang berwenang; 
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, keeadaran, dan tanggung jawab; 
f. rnenunjukkan integritas clan keteladanan dalam sikap, 

peritaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, 
baik di dalam rnaupun di luar kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat 
mengernukakan rahasia jabatan sesuai dengan 

Pasal 14 

Bagian Kesatu 
Kewajiban dan Larangan PPPK 

BABm 
DISlPLIN PPPK 

6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai 
sebesar 25'I'o (dua puluh lima persen) selama 
12 (dua belas] bulan. 

(6) Pejabat pengawas atau pejabat yang setara 
menetapkan penjatu.han Hukuman Disiplin bagi 
PNS yang menduduki jabatan : 
a. pelaksana di lingkungannya uruuk jenis 

hukuman : 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; clan 
3. pernyataao tidak puas secara tertulis. 

b, fungsional di lingkungannya untuk jenis 
hukuman: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; clan 
3. pemyataan tidak puas secara tertulis. 

(7) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
subkoordinator dapat menjatuhkan Hukuman 
Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan: 
a. pelaksana di Iingkungannya untuk jenis 

hu kuman : 
1. teguran lisan; 
2. teguran terrulis: clan 
3. pernyataan tidakpuas secara tertulis. 

b. fungsional di lingkungannya untuk jenis 
hukuman: 
1. teguran lisan; 
2. teguran tertulis; dan 
3. pemyataan tidak puas secara tertulis. 



Setiap PPPK dilarang: 
a. menyalahgunakan wewenang: 
b. rnenjadi perantara untuk rnendapatkan keunlungan 

pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan 
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik 
kepcntingan dengan jabatan 

c. menjadi pega.wai atau bekerja untuk negara lain; 
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional 

tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK; 
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau 

lernbaga swadaya masyarakat asing kecuali 
ditugaskan oleh PPK; 

f. memiliki, menjual, mernbcli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 
berharga milik negara secara ridak sah; 

g. rnelakukan pungutan di luar ketentuan; 
h. melakukan kegiata.n yang merugikan negara; 
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
k. menerima hadiah yang berhubungan d.engan jabatan 

dan/ atau pekerjaan; 
l. meminta sesuatu yang berhubungan denganjabatan; 
m. melakukan melakukan tindakan atau Lidak 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
kerugian bagi yang dilayani; dan 

n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil 
presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, 
caloo aoggota dcwan perwakilan rakyat, calon anggota 
dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan 
perwakilan rakyat daerah dengan cara: 

Pasal 15 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
h. berseclia ditempatkan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 
i. menghadiri clan mengucapkan sumpah janji jabatan 

PPPK; 
j. mengutamakan kepentingan negara daripada 

kepentingan pribadi, seseorang, dan / a tau go longan; 
k. melaporkan dengan segera kepada ata.sannya apabila 

mengetahui ada ha! yang dapat membahayakan 
keamanan negara atau rnerugikan keuangan negara; 

l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang- undangan; 

m. masuk kerja clan menaati ketentuanjam kerja; 
n. menggunakan dan memelihara barang milik negara 

dengan sebaik- baiknya; 
o. memberikan kesempatan kcpada bawahan untuk 

mengernbangkan kornpetensi; dan 
p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai 
dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan. 



( 1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas : 
a. Hukuman Disiplin ringan 
b. Hukuman Disiplin sedang.dan 
c. Hukurnan Disiplin berat. 

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) buruf a terdiri atas: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan 
c. pernyataan tidak puas secara tertulis 

(3) Jenis Hu.kuman Disiplin sedang sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( l ) h uruf b terdiri atas: 
a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih 

rendah selama 3 (tiga) bulan; 
b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih 

rendah selama 6 (enam) bulan; 
c. penurunan golongan gaji J [satu] tingkat lebih 

rendah selama 9 (sembilan) bulan; 
(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaiana dimaksud 

Pasal 17 

Bagian Kedua 
Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK 

{1) PPPK yang tida.k menaati ketentuan sebagaimana 
dimaksud d.alam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 dijatuhi 
Hukuman Disiplin. 

(2) Kewajiban dan Larangan. sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 dan Pasal 15, tercantum dalam 
perjanjian kerja, 

Pasal 16 

L. ikut kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan mengguo.akan 

atribut partai atau atribut PegawaiASN; 
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerabkan 

Pegawai ASN lain; 
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 

fasilitas negara; 
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

rnenguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon scbelum, selama, dan sesudah 
masa kampanye; 

6. mengada.kan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon yang 
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada Pegawal ASN dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyara.kat; 
dan/alau 

7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi 
kartu tanda penduduk atau surat keterangan 
tanda penduduk. 



(1) Hukuman disiplin ringan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat ( l) huruf a dijatuhkan bagi 
pelanggaran terhadap kewajiban: 
a. Pasal 14 hurufc sampai dengan hurufh, huruf'j, 

dan buruf 1, huruf n, dan huruf o yang berdampak 
negatifpada perangkat daerah; dan 

b. Pasal 14 huruf m 
(2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( l) huruf b meliputi: 
a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, 
dijatubi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran 
lisan; 

b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
secara kumulatif dalam waktu 4 (empat) sampai 
dengan 6 (enam) hari kerja tidak berturut-rurut, 
maka dijatuhi Hukurnan Disiplin ringan berupa 
teguran tertulis; dan 

c. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

Pasal l 9 

Bagian Keempat 
Pelanggaran atas Kewajiban 

( 1) Pejabat yang berwenang rnenghukurn pelanggar disiplin 
PNS, terdiri atas: 
a. Wali Kota; 
b. pejabat pirnpinan tinggi pratama; 
c. pejabat administrator; dan 
d. pejabat pengawas. 

(2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin 
bagi PPPK untuk jenis hukuman bcrupa pemutusan 
hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri. 

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan 
penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di 
lingkungannya untuk jenis hukuman: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulia; 
c. pernyataan tidak puas secara tertulis 
d. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebib 

rendah selama 3 (tiga) bulan; 
e. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkal lebib 

rend.ah selama 6 [enam] bulan; 
I. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebib 

rendah selama 9 [sembilan] bulan. 

Pasal 18 

Bagian Ketiga 
Pejabat yang Berwenang Menghukum 

Pelanggaran Disiplin PPPK 

pada ayat (l) huruf c yaitu pernutusan hubungan 
perjanjian kerja tidak atas permintaan sendiri. 



secara kumulatif dalam waktu 7 (tujuh] sarnpai 
dengan 10 (sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut, 
dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa 
pernyataan tidak puas secara tertulis, 

(31 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat ( 1) huruf b dijatuhkan bagi 
pelanggaran terhadap kewajiban : 
a. Pasal 14 huruf b, yang berdarnpak negatif pacla 

Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah; 
b. Pasal 14 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j 

dan huruf k, huruf n, dan huruf o, yang berdampak 
negatif pada Pemerintah Daerah; 

c. Pasal 14 huruf i tanpa alasan yang sah; 
d. Pasal 14 hurur I; dan 
e. Pasal 14 huruf m. 

( 4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi : 
a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif dalarn waktu l l (sebelas) sampai 
dengan 13 (tiga belas) hari kerja, dijatuhi Hukurnan 
Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji 
berkala selarna l (satu) tahun; dan 

b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
secara kurnulatif dalam waktu 14 (empat belas) 
sampai dengan 16 [enarn belas] hari kerja, dijatuhi 
Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan 
golongan gaji l (satu) tingkat lebih rendah selama 1 
(satu) tahun. 

(5) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (J) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran 
terhadap kewajiban: 
a. Pasal 14 huruf a yang berdarnpak negatif pada 

Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/ atau 
negara; 

b. Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf h yang 
berdampak negatif pada negara ; 

c. Pasal 14 huruf j dan huruf k yang berdampak pada 
negara dan/atau pemcrintah; 

d. Pasal 14 huruf m; dan 
e. Pasal 14 huruf p. 

(6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (5) buruf d meliputi : 
a. PPP.K yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif dalam waktu 28 (dua puluh 
delapan) hari kerja atau lebih; dan 

b. -PPPK yang tidak masuk keria tan pa alasan yang sah 
secara terus menerus dalarn waktu 10 (sepuluh) 
hari kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin 
berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 

(7) Ketentuan Hukuman Disiplin atas pelanggaran 
terhadap kewajiban Pasal 14 huruf m sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) 
diperhitungkan dalarn 1 (satu) tahun berjalan. 



(1) Hari kerja bagi Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut: 
a. jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak.5 

(lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan ha.ri 
Jum'at; dan 

b. upacara Hari Kesadaran Nasional pelaksanaannya 
digabung dengan Upacara Peringatan Harl Besar 
lainnya pada setiap tanggal 17 atau diaesuaikan 
dengan tanggal Harl Besar Nasional. 

(2) Dalam hal tanggal 17 atau tanggal Hari Besar Nasional 
jatuh pada hari Iibur, maka pelaksanaan upacara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 
dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. 

Pasal 21 

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN 

DAB JV 

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayal ( 1) huruf a dijatuhkan bagi 
pelanggaran terhadap larangan Pasal 15 huruf I, dan 
huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak 
negatif pada Perangkat Daerah, 

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana climaksud 
dalarn Pasal 17 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi 
pelanggaran terhadap larangan : 
a. Pasal 15 buruf I, yang berdampak negaLif pada 

Pemerintah Daerah; 
b. Pasal 15 buruf g, yang berdampak negatif pada 

Peraugkat Daerah dan/ a tau Pemerintah Daerah; 
c. Pasal 15 huruf h sampai dengan huruf j, yang 

berdarnpak negaill pada Pemerintah Daerah; 
d. Pasal 15 huruf m, yang berdampak negatif pada 

Pernerintah Daerah; dan 
e. Pasal 15 huruf n angka 1 dan 2. 

[3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (11 huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran 
terhadap larangan : 
a. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf e; 
b. Pasal 15 huruf f dan huruf g, yang berdampak pada 

negara dan/atau pemerintah; 
c. Pasal 15 huruf k dan huruf I; dan 
d. Pasal 15 huruf n angka 3 sarnpai dengan angka 7. 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Pelanggaran atas Larangan 



(1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang 
lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan 
dan terakumulasi menjadi 7 jam 30 menit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat [I] diperhitungkan tidak 
masuk kerja selama I (satu) hari tanpa keterangan 
yangsah 

(2) Pegawai ASN yang terlambat rnasuk kerja atau pulang 
lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan 
dan terakumulasi sesuai deogan hari kerja dan jam 

Pasal26 

(1) Pegawai ASN yang tidak rnasuk kerja tanpa keterangan 
yang sah dijatuhi hukurnan disiplin. 

(2) Pegawai ASN yang tidak rnasuk kerja dengan 
keterangan yang sah tidak dijatuhi bukuman disiplin 

(3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai 
berikut: 
a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas; 
b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti; dan 
c. tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan 

tugas belaja.r. 

Pasal 25 

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja 
dan jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran 
setiap hari kerja melalui absensi online. 

Pasal 24 

(1) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memiliki 
tu gas spesifik/kekhususan, karaktcristik dan 
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Juar 
ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (2), 
dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri. 

(2) Harl kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris 
daerah. 

(1) Jam kcrja bagi Pegawai ASN dalam 1 [satu) hari 
sebanyak 7 jam 30 menit 

(2) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) minggu 
sebanyak 37 jam 30 menit. dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. harl senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30 

- 16.00 WLB dengan waktu istirahat mulai pukul 
12.00 - 13.00 WTB; dan 

b. hari Jum'at mulai pukul 07.30 - 16.30 WlB dengan 
waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00 WlB 

Pasal 23 

Pasal 22 



(1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi 
pratama dan jabatan administrasi yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara 
tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan 
pemeriksaan 

(2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil 
secara tertu lis oleh: 
a. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah, pejabat 

Pasal 28 

Bagian Pertama 
Pernanggilan dan Pemeriksaan 

(1) Pejabat yang berwenang rnenghukum wajib 
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada pegawai ASN 
yang melakukan pelanggaran disiplin 

(2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak 
menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN 
yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut 
dijatuhi Hukurnan Disiplin oleh atasannya 

(3) Dalam bal pejabat yang berwenang menghukum 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menjatuhkan Hukuman Dislplin yang sesuai dengan 
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN, 
maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi 
Hukuman Disiplin yang lebih beraL 

(4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses 
pemeriksaan. 

(5) Atasan sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) juga 
rnenjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN 
yang melakukan pelanggaran disiplin 

(6) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang 
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan 
Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang 
lebih tinggi. 

Pa.~127 

Bagian Kesatu 
Umum 

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, 
DAN PENYAMPAfAN KEPUTUSAN HUKlJMAN DISIPLIN 

Bt\B V 

(3) Akurnulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diperhitungkan dalam I (satu) tahun berjaJan. 

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( l) 
diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari 
tan pa keterangan yang sah. 



(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pema.nggilan 
dan pemeriksaan ter'hadap pegawai ASN yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan 
hasil pemenksaan kepada pejabat yang berwenan.g 

Pasal30 

(1) Atasan langsung wajib merneriksa terlebih dahulu 
pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran 
disiplin sebelum pegawai ASN dijatuhi Hukuman 
Disiplin. 

(:l) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung 
atau virtual clan hasilnya dituangkan da.lam bentuk 
berita acara pemeriksaan. 

(3) Dalam hal basil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkao 
Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan 
langsung, maka atasan langsung tersebut wajib 
menjatuhkan Hukuman Disiplin. 

(4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) rnenyatakan kewenangan 
penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan 
pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib 
melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil 
pemeriksaan secara hierarki, 

Pasal 29 

pengawas pada unit pelaksana teknis Daerah, 
kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat 
fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai 
subkoonlinator unruk pejahat. fungsional jenjang 
pernula dan jenjang terampil; 

b. pejabat administrator pada Perangkat Daerah, 
kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat 
fungsiooal yang diberi tugas tambahan sebagai 
koordinator untuk pejabat fungsional jenjang mahir, 
jenjang terampil, jenjang ahli pertama, dan jenjang 
ahli muda; dao 

c. pejabat pim.pinan tinggi pratama atau pejabat 
administrator pad a Perangkat Daerah untuk pejabat 
fungsional jenjang ahli madya 

(3) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dcngan 
tanggal pemeriksaan paling Iambat 7 (tujuh) hari kerja. 

(4) Dalarn ha! pada tanggal yang ditentukan pada surat 
panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, 
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang 
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 

(5) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) Pegawai ASN yang 
bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang 
berwenang rnenghukum menjatuhkan Hukuman 
Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang 
ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 



(.l) Untuk kelancaran pemeriksaan, pegawai ASN yang 
diduga melakukan pelanggaran disiplin dan 
kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, 
dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh 
atasan Iangsung sejak yang bersangkutan diperiksa 

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku sampai 
dengan ditetapkarmya keputusan Hukuman Disiplin. 

(3) Sel.ama pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11 dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, 
diangkat pejabat pelaksana harian. 

(41 Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas 
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang 
berwenang menghukum dapat rnerninta keterangan dari 
pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran 
Disiplin. 

Pas-al 32 

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan 
dengan Hukuman Disiplin sedang sehagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (31 dan Pasal 17 ayat (3) 
dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim _pemeriksa 

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan 
dengan Hukuman Diaiplin berat sebagaimana 
dimaksud dalam Pas-al 5 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4) 
dilakukan pemeriksaan oleh dibentuk tim pemeriksa. 

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur 
pengawasan, dan unsur kepegawaian. 

(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (31 dapat melibatkan pejabat lain 
yang ditunjuk. 

(5) Tim pemerlksa sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(6) Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga 
melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam 
pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim 
pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara 
berjenjang. 

Pasal 31 

menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin. 
(2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan 

Hukuman Disiplin yang lcbib berat kepada atasan 
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah melalui proses- pemeriksaan 



(I] Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, 
terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman 
Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan 
pelanggaran yang dilakukan, 

(2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukurnan Disiplin 
kemudian melakukan. pelanggaran disiplin yang 
sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukwnan 
Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin 
terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya 

(3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 
(dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran 
Disiplin. 

Pasal 37 

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang 
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai 
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau 
melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman 
Disiplin terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin. 

Pasal 36 

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (4), pejabat yang berwenang 
menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin 

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran 
Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang 
bersangku tan. 

Pasal 35 

Bagian Keempat 
Penjatuhan Hukuman Disipl:in 

(J) Serita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (2) harus ditandatangani oleh 
pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang 
di_periksa 

(2) Dalam bal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia 
menandatangani berita acara pcmcriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara 
pemeriksaan tersebut tetap dijad:ikan sebagai dasar 
untuk menjatubkan Hukuman Disiplin 

(3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat foto kopi 
berita acara perneriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

Pasal 34 

(5) Dalarn hal atasan langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara 
dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih 
tinggj. 



I 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 
Peraturan Wali Kota Nomor 3o Tabun 2021 tentang Tat.a 
Cara Penegakan Penjatuhan Hukurnan Disip1in Pegawai 
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kendari (Berita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 36) dicabut dan 
clinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 44 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VI 

Pada saat peraturan Wali Kata ini mulai bcrlaku, hari 
kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan dan/atau 
disetujui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal43 

(1) Hukuman Disiplin yang telab dijatuhkan sebelum 
berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan/atau sedang 
dijalani oleh Pegawai ASN dinyatakan tetap berlaku 

(2) Keberatan yang sedang diajukan kepada atasan pejabat 
yang berwenang menghukurn sebelurn berlakunya 
Peraturan Wall Kota ini diselesaikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum 
berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum 
dilakukan perneriksaan, diselesaikan dengan ketentuan 
sebelum diatur dalam Peraturan Wall Kota ini 

(4) Pelanggaran Disiplin yang telab dilakukan perneriksaan 
sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, basil 
pemeri.ksaan dinyatakan tetap berlaku dan proses 
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali 
Kotaini. 

Pasal 42 

I{ETENTUAN PERALIHAN 

BAB V 



'!fl.A/RID ALA 

KO'l'A T<ENDARI TA.HUN ... NOMOR 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal, '1<-( -1/.-:-:- u:rz..> 

RAH KOTA KENDARI 

4 

PARAF KOORDlt~ASI 
•10 INSTANSI/ UNIT KERJA PAR AF 

1 ~. ~ ~ .... """""' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kuta Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada t.anggal 
diundangkan. 

Pasal 45 



•)coret yang tida.k perlu 
'*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan 

Tembusan Yth : 
I. . 
2 . 

Nama ... 
Nip 

Atasan Lansung/ketuan tim 
pemeriksa*) 

2. Demikian untuk dilaksana.kan 

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*J sehubungan dengan dugaan 
pelanggaran disiplin °) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o • • • • • • • • • • • o • • • • • '• • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • '• • • • • o • • ,o • o • oo • o •' o oo o O 'Io 

............................................................ ' . 

..................................................................... 
o • o oo o •• oo o o o oo ••••••Io•• o • • • •. o • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • o'' • • • • • 0 o o' • o o • o Pad a 

Hari 
Tanggal 
jam 
Tempat 

Untuk menghadap .kepada 
Nania .. 
Nip . 
Pangkat . 
Jabatan .. 

I. Bersarna Ini Diminta dengan hormat kehadlran saudara : 
Na.ma .. 
Nip .. 
Pangkat . 
Jabatan .. 
Unit kerja . 

RAHASlA 
SURAT PANGGILAN 1/11/ID*) 

NOMOR . 

1. Contoh Format Surat Panggilan 

CONTOII FORMAT PEMANGGILAN, PEMERTKSAAN, PENJATUHAN DAN 
PENYAMPA1AN KEPUTUSAN HU KUMAN DTSIPLIN 

LAMP IRAN 
PERATURAN W ALI KOTA KENDARl 

NOMOR 4b fA't,k}tv 'l.o'Z.7 
TANGGAL : 1.-1.{ - ll - ,ZO-Z.j 
TENTANG: 



*) coret yang tidak perlu 
0) Tulislah pela.nggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang 
bersangkutan 

1. . 
2 . 

Tembusan Yth: 

Nama . 
NIP .. 

PPK/ Walikota Kendari 

Tempat . 
Karena yang bersangkutan diduga melanggar 
Disiplin . 
........ *•) 

2. Demikian agar Surat Printah ini dilaksanakan sebaik baiknya 

o O o o, o o o I,,,, o o I, 0 o o, o I••• o • o Io Io o, o o o o o o, o o o o o o o o o o 

, 0 o ,o, o, O,,,,,, o, O o o o o O • o• I••••• o I, O o, O •I, o, o o O o • o o o 

. ~···· ·•···· . 
Pangkat 
Jabatan 
Unit. Kerja 
Pad a 
Hari 
Tanggal 
Jam 

Unit Kerja . 
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
Nama . 
NIP . 

Pangkat 
Jabatan 

.................................................... 
Diperintahkan kepada : 
Nama 
NJP 

I. 

W ALIKOTA KENDARl 

RAHASIA 

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKU.K.AN PEMERIKSAAN 

NOMOR : .. 

2. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan 



*) Coret yang tidak perlu. 

Pejabat Pemerik:sa Tim Perneriksa"]: 
1. Nama 

NIP 
Tanda Tangan 

2. Nama 
NIP 
Tanda Tangan 

3. DRt ... 

Kendari, . 

Yang Di Periksa : 
Nama 
Nip 
Tanda Tangan 

sebagaimana Mestinya. 
Demikian Berita Acara Pemeriksaan lni Dibuat Untuk Dapat Digunakan 

·····················~···································································· 
.......................................................................................... 
....... ~····•··· .. ·····•··•············ .. ···········"'''""'''"'''''"'''''"''~········ 

• .. "• 1,1,,,,,,,,.,,., "''' ••••••••••• o ,, ,,,.., •• , ,,.,,,,,,.,,,,,,0,,,,,., •I••••••''"'''' 

2. Pertanyaan 
Jawaban 

3. Dst . 

l. Pertanyaan 
Jawaban 

Unit Kerja . 
Karena Yang Bersangkutan Diduga Telah Melakukan Pelanggaran Terhadap 
Ketentuan Pasal ...... angka..huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tabun 
2021 

•• ,, • • • • • •' •' '• • • • •'••••••I'•••'•'•••••'••'•'''••'••'• o • •' •' • o • • • •••••••IT•• 

.......................... ~········ .. ·· . Nip 
Pangkat 
Jabalan 

Berdasarkan Wewenang Yang Ada Pada Saye/Surat 
Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap: 
Nama . 

............................................................................... 
o • o, o,,,, I, I, o o o I••• I•• I••• I• o •,,,,,, • •,,, ••,,,, o, o • • o o, o o o o o o o,, o, o,,,, '1 •~ • • • 

............................................ , . 
. 
o o Io I oo O• O • • • • o o + o o o• I+ o • • • o o • • o • • o o • o o o o o o • o o o o o o o o • o o o o o o O • • • • • •. ••••••too o • • 

• • • • • '• • • •• • • • • • • •' •• • • • • • •' • • • o o • • ol '• o •I•'••••••••• o •••••I•••••• I•• o o • o '• • • • • 

.............................. ····· ''' ······•······•· . 
o O o'' '' o'' '' oo" o o o o o • o o' o o o o o o 'o o o o O o o o • • o O o •'•••••Io• o o • •. • o o o • o Io•• o o o ••I••• o 

................................................................................. 

RAHASlA 
BEl<lTA ACAR.A PEMERIKSAAN 

2. Nama 
Nip 
Pangkat 
Jabatan 

3. Dst. 

Pada Harl ini tanggal Bulan Tabun saya/Tim 
Pemeriksa']: 
1. Nama 

Nip 
Pangkat 
Jabatan 

3. Berita Acara Pemeriksaan 



*) Coret yang tidak perlu 

*'") lsilab sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum 

TEMBUSAN, YTH 
1 "" . 
2. dan seternsnya; 

NAMA ... 
NIP 

Yang melaporkan (atasan Iansung) 

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mesti.nya. 

berdasarkan hasil perneriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan ... .'*). 
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan berita acara pemeriksaan 
terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk 
rnenjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. 

unit kerja 

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 
pada hari ... t.anggal ... bulan ... tabun ... .., saya/tim pemeriksa"] telah 
melakukan pemeriksaan terhadap 
Na.ma .. 
Nip .. 
Pangkat .. 
Jabatan . 

RAHASIA 

Kepada 
Yth .. 
di 

4. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin 



Terhitung mulai tanggal. ..... sampai ditetapkannya keputusan 
hukurnan disiplin, karena yang bersangkutan diduga 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan 
Pasal ........ angka ...... huruf.. ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 
Tahun 2021 

KESATU Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara: 
Na.ma 
N1P 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menetapkan KEPUTUSAN ...... *) TENT ANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI 
TUGAS JABATN KEPADA Sdr ...... NJP ...... PANGKAT/ 
GOLONGAN RUANO 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah; 

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Ncgeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 
Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil 

Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap 
Sdr atas dugaan pelanggaran 
disiplin terhadap Pasal angka ..... .huruf ..... yang ancaman 
hukurnannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu 
menetapkan keputusan *) tentang Pembebasan 
Semen Lara dari Tugas Jabatannya kepada 
Sdr NIP Pangkat/ Golongan , .. ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l'YIAHA ESA 
....................................................................... •) 

Mengingat 

Menimbang 

PEMDEOASAN SEMENT'ARA DARI T'UGAS JABATAN KEPJ\DA Sdr . 
NJP PANGKAT / GO LONGAN RUANO . 

RAHASJA 
KEPUTUSAN ") 

NOMOR .. 

LAMPJRAN ui 



*) 'T'ulislahnamajabatan dari pejabatyang berwenang menghukum 

Tembusan Yth : 
1. 
2. 

Diterima tanggal . 
NAMA . 
NIP . 

Atasan langsung ~) ........... , . 
NAMA . 
NlP . 

Ditetapkan di.. . 
Pada tanggaL . 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, KETT GA 

Selarna menjalani pembebasan sementara dari tugas 
jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, 
kepada Sdr tersebut tetap diberikan hak-hak 
kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

KEDUA 



Nama 

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Teguran Lisan 
Kepada: 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerab Tingkat 11 Kendari; 

2. Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

6. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemeri:otah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

: a. bahwa menu rut hasil pemerikaaan tersebut, sdr .... 
telab melakukan perbuatan 
berupa . 

b. bahwa perbuatan tersebur merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

c . 
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan 

bukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 
disiplin yang dilakukannya; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf d 
perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin teguran lisan; 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . 

Menetapkan 
KESATU 

Mengingat 

Menirnbang 

Membaca 

TENT ANG 
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr . 

N!P PANGKAT/GOLONGAN RUANO . 

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
........................................................... ~) 

KEPVTUSAN *) 
NOMO!<. .. 

RAHASIA 

A. Keputusan Penjatuban Hukuman Disiplin Teguran Lisan 

LAMPIRAN IV 



*) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 

................................. •1 
NAMA. .. 
NlP . 

Ditetapkan di .. 
Pada tanggal ... 

Keputusan lni Mu1ai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan 

karena yang bersangkutan pada tanggal.. telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasaL .. 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

. . . NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Tembusan Yth: 
L . 
2 

.KEDUA 



Nama 

Menjatuhkan Hukuman Drsiplin Berupa Teguran Tertulis 
Kcpada: 

Menetapkan 
KESA TU 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat TI Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 11 tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nornor 
6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
Tentang Disiplin Pegawa.i Negeri Sipil; 

Meningat 

1. babwa menu rut basil pemeriksaan tersebut, sd.r .... 
tel ah mclakukan perbuatan 
berupa . 

2. babwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.. .. angka .. huruf.. .. 
... Peraturan Pemerintab Nomor 94 Tahun 2021; 

3 ·············. ······ . 
4. babwa untuk menegakkan disiplin, perlu 

menjatuhkan hukurnan disiplin yang sctimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan *) ten tang 
penjatuhan hukuman disiplin teguran Tertulis 
Kepada Sdr NTP Pangkat/Golongan 
Ruang ; 

Menimbang 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . Membaca 

TENT ANG 
PENJATUHAN HU KUMAN DlSIPLrN TEO URAN LISAN KEPADA Sdr . 

NlP PANGKAT/GOLONGAN RUANO .. 

DENGAT RAHllllAT TU~ YANG MAHA ESA, 
.............•. ., *) 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR. .. 

RAHASIA 

B. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis 



*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 

................................. *) 

NAMA .. 
N1P . 

Ditetapkan di .. 
Pad a tanggal ... 

Keputusan lni Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan 

karena yang bersangkutan pada tanggal telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal... 
angka ..... huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

............................................ ' . 

......................... -· ····• . Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

.................................................... NIP 

Tembusan Ytb: 
1. . 
2 

KEDUA 



Menjatuhkan Hukuman Disipltn Berupa Pemyaraan Tidak 
Puas Secara Tertulis Kepada: 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat n Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nornor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

l. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan -perbuatan 
berupa . 

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
.. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3. . . 
4. bahwa untuk rnenegakkan disiplin, perlu 

menjacuhkan hukuman dlsiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran d.isiplin yang dilakukannya; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf d 
perlu menetapkan keputusan .*) tentang 
penjatuhan hukuman disiplin Pemyataan Tidak Puas 
Secara Tertulis Kepada 
Sdr NIP Pangkat/ Golongan 
Ruang ; 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . 

Menetapkan 
KESA TU 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

TENTANG 
PENJATUHAN HUKUMAN DlS!PLIN PERNYATAAN T!DAK PUAS SECARA 

TERTULIS KEPADA Sd.r NIP PANGKAT /GOLONGAN RUANG . 

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
........................................................... *l 

KEPUTUSAN .*) 
NOMOR . 

RAHASIA 

C. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas 
secara tertulis 



*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang rnenghuku m 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . *) 

NAJ'v.!A .. 
NfP . 

Ditetapkan di .. 
Pada tanggal ... 

Keputusan Int Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan 

karena yang bersangkutan pada tanggal. telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

.......... ······· . . -··-·············•································· 
o o o •••••••·•I,, o,,,,,,,, o o o o 1, o, o o" • o, , , o, o Io,,, o, o,, 

o •Io•• o • o o • o o o • o o o o o o o o O o Io o • o • o" •••Io o • o • o • • o o o • • • 

............ ····· ······ , .. Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Tembusan Yth: 
1. . 
2 

KEDUA 



Menjatuhkan Hukurnan Disiplin Berupa Penundaan 
Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada: 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tabun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemcrintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

1. bahwa menurut hasil perneriksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan perbuatan 
berupa . 

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3 . 
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu 

menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan *) tentang 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan 
Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada 
Sdr NIP Pangkat/Golongan 
Ruang ; 

Hasil Pemeriksaan Tanggal .. 

DENGAT RI\HMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
........................................................... ~) 

Menetapkan 
KESATU 

Mengingat 

Menirnbang 

Membaca 

TENTANG 
PH:NJATUHAN HUKUMAN DISTPLJN PENUNDAAN KF:NATKAN GAJJ BERKALA 
SELAMA 1 (SATU} TAHUN KEPADA Sdr NTP ......... PANGKAT/GOLONGAN 

RUANO . 

KEPUTl.JSAN *) 
NOMOR . 

RAHASIA 

D. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji 
Berkala Selama 1 (satu) Tahun 



*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota 

Tembusan Yth: 
1. . 
2 

NAMA .. 
NTP . 

Diterima tanggal . 

................................. *} 
NAMA .. 
NTP ....... 

Ditetapkan di.. 
Pada tanggal ... 

Keputusan lni Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan*) 
Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini rnulai 
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal 
PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini**) 

KEDUA 

karena yang bersangkutan pada tanggal telah 
melakuka.n perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... 
angka ..... huruf... Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

Nama 
NlP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 



Menjatu b kao Hukuman Disiplin Berupa Penundaan 
Kenaikan Pangkat Selama J (satu) Tahun Kepada: 
Nama . 

Menetapkan 
KESATU 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentu.kan Kotamadya Daerah Tingkat Il. Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahirn 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

Meningat 

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan terse but, sdr .... 
telah melaku kan perbuatan 
berupa . 

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
... Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3. . ' . 
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu 

menjaruhkan hukurnan disiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran diaiplin yang clilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, h.uruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat 
Selama l (satu) Tahun; 

Menirnbang 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . Membaca 

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
........................................................... *) 

TENTANG 
PENJATUHAN HUKUMA.N DISfPUN PENUNDMN KENAlKAN PANCKAT 

SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr NJP PANGKAT/GOLONGAN 
RUANG . 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR . 

RAHASIA 

E. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan 
Pangkar Selama 1 (satu) Tahun 



*) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPJ< atau Walikota 

Tembusan Yth: 
l. . 
2 

NAMA . 
NJP . 

Diterima canggal . 

NAMA .. 
NIP . 

.. .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . . *l 

Ditetapkan di .. 
Pad a tanggal ... 

Keputusan [ni Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan"] 
Apabila ticlak ada keberatan, maka kepu.tusan ini mulai 
berlaku pada hari kellma betas terhitung mulai tanggal 
PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini*•J 

KEDUA 

karena yang bersangkutan pada tanggal telab 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

NTP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 



Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan 
Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Kepada: 

MEMUTUSKAN 

1. bahwa menurut basil pemeriksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan perbuatan 
berupa .. 

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf.. .. 
... Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3 .. 
4. bahwa untuk rnenegakkan disiplin, perlu 

menjatuhkan hukuman disiplin yang serimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat 
LebibRendah Selama 1 (satu) Tahun; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendarl; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disi:plin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kcpala Badan Kepegawaian Negara Nornor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tenrang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . 

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
........................................................... *) 

Menetapkan 
KESATU 

Meningat 

Menimbang 

Membaca 

TE_NTANG 
PENJNTURAN HUKUMAN DISIPUN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT 

LEBlil RENDAll SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA 
Sdr N'IP PANGKAT/GOLONGAN RUANG .. 

KEPUTUSAN •) 
NOMOR . 

RA HAS IA 

F. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setlngkat 
Lebih 
Rendab Sela.ma 1 (satu) Tahun 



*) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang rnenghukum 
**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota 

Tembusan Yth: 
l. .. 
2 

NAMA .. 
NIP .. 

Diterima tanggal.. . 

NAMA .. 
NIP ....... 

.............................. , .. *) 

Ditetapkan di.. 
Pada tanggal ... 

Keputusan lni Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan*) 
Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan Ini mulai 
berlaku pada hari kelima bolas tcrhltung mulai tanggal 
PNS yang bersangkutan menerima Keputusan ini**l 

KEEMPAT 

Terhitung rnulai tanggal 1 bulan ....... tahun ...... sebagai 
akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. 
........ diturunkan dari Rp [. } menjadi Rp . 
. ....... dan terhitung mulai tanggal l bulan 

tah ,l" l, kn dik b J'k d " .. . .. .. . un ........ ga;,1 pon.o ya em a • an pa a gaJ1 
pokok semula. 

KETIGA 

Terhitung mulai Tanggal I bulan tahun ....... pangkat 
Sdr diturunkan dari pangkat golongan 
ruang menjacli pangkat golongan ruang . 
dan terhitung mulai tanggal 1 
bulan tahun pangkatnya clikembalikan pada 
pangkat semula 

KEDUA 

karena yang bersangkutan pada tanggal telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraruran Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

. 
• o • • • •• • • • '• •' • • • • • ••••••••I•••••"'••••• •I•• o • • • • • o Nam a 

NIP 
Pangkat 
-Jabatan 
Unit Kerja 



Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan 
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun 
Kepada: 
Nam.a 
NLP 

Menetapkan 
KESA TU 

MEMUTUSKAN 

l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri S!pil; 

5. Peraturan Pernerintah Nornor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Bad.an Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Meningat 

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan perbuatan 
berupa . 

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
. .. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3 . 
4. bahwa untuk menegakkan clisiplin, perlu 

menjatuhkan hukuman clisiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran clisiplin yang dilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat 
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun; 

Menimbang 

DENGAT RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA, 
................................................. ·········· ·1 
Hasil Pemeriksaan Tanggal . Membaca 

TENT ANG 
PENJATUHAN HUKUMAN DJSTPLTN PENURUNAN PANG KAT SETI NG KAT 

LEBlH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr NTP . 
...... PANGKAT/GOLONGAN RUANO . 

KEPUTUSAN ") 
NOMOR. .. 

RAHASIA 

G. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat 
Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun 



•) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 
d) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Walikota 

Tembusan Yth: 
1. . 
2 

NAMA .....•............... 
NIP . 

Diterirna tanggal .. 

NAMA .. 
NIP ....... 

................................. *) 

Ditetapkan di .. 
Pada tanggal ... 

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan'*) 
Apabila tidak ada keberatan, maka. kepurusan ini mulai 
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal 
PNS yang bersangkutan menerirna Keputusan iniu) 

KEL!MA 

Terhitung rnulai tanggaJ l bulan tahun sebagai 
akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. 
........ diturunkan dari Rp ( ) menjadi Rp . 
.. .. .... dan terhitung mulai tanggal 1 bu]an 
........ tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji 
pokok semula, 

KEEMPAT 

Terhitung mulai Tanggal 1 bulan tahun pangkat 
Sdr diturunkan daripangkat golongan 
ruang menjadi pangkat, golongan ruang . 
dan terhitung mulai tanggal 1 
bulan tabun pangkatnya dikembalikan pada 
pangkat semula 

KETT GA 

karena yang bersangkutan pada tanggal.. telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan -pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nornor 94 Tahun 
2021. 

KE:DUA 

................................................ '·- 
.................................................... 
....... ······ ······· . Pangkat 

Jabatan 
UnitKerja 



Menjatuhkan Hukurnan Disiplin Berupa Penurunan 
Pangkat Setingkat Lebih Ren.dab Sela.ma 3 (tiga) Tahun 
Kepada: 
Nama 
NIP 

MEMU'l'USKAN 

l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Pcraturan Pomerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil: 

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan perbuatan 
berupa . 

2. bahwa perbuatan tersebut .merupakan pelanggaran 
terbadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3. ·············· . 
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu 

rnenjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan. tentang penjatuhan 
hukuman disiplin Pemindahan Dalam R-angka 
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah; 

Hasil. Pemeriksaan Tanggal . 

Menetapkan 
KESATU 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

TENT ANG 
PENJATUHAN HUKUMAN DlSIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANCKA 
PENURUNAN JABATAN SETINOKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr . 

....... NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANG . 

DENG AT RAHM AT TUHAN YANG MAHAESA, 
........................................................... •) 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR . 

RAHASIA 

H. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka 
Penurunan .Jabatan SetingkatLebihRendab 



*) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 

Tembusan Yth: 
l . 
2 

NAMA . 
NIP .. ························ 

Diterima tanggal . 

....•.. .. ..... .. .. ..... .. ..... ... *) 

NAMA .. 
NIP . 

Ditetapkan di .. 
Pad a tanggal ... 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 

Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka 
penurunan jabatan setingkat lebih rendah ditetapkan 
dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

KETIGA 

kareua yang bersangkutan. pada tanggal telah 
melakuka.n perbuatan, yang rnelanggar ketentuan pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

KEDUA 

. ···················································· Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 



. . .. ······ . 
...................................................... 

Nama 
NTP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari 
Jabatan Kepada: 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nom01· 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nornor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

1. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan perbuatan 
berupa .. 

2. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentua.n pasal.. .. angka .. huruf.. .. 
... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 202 l; 

3 . 
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu 

menjatuhkan hukuman clisiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin Pembebasan Dari Jabatan; 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . 

Menetapkan 
KESATU 

Mengingat 

Menimbang 

Membaca 

TENTANG 
PENJATUHAN HUKUMAN DlSIPLlN PEMBEBASAN DARJ JABATAN 

KEPADA Sdr NIP PANGKAT/GOLONGAN RUA.NG .. 

DENGAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
.............. , *) 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR . 

RAH ASTA 

r. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernbebasan Dari Jabatan 



*) Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 

Tembusan Yth: 
l. . 
2 

NAMA . 
NIP . 

Diterima tanggal . 

................................. ") 

NAMA .. 
NIP ....... 

Ditetapkan di .. 
Pad a tanggal. ... 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan KEDUA 

karena yang bersangkutan pada tanggal telah 
melakukan perbuatan yang mclanggar kctontuan pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 



MEMUTUSKAN 
Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian 
Dengan Horrnat Tidak Atas Perrnintaan Sendiri Sebagai 
Pegawai Negeri Sipil Kepada: 

Menetapkan 
KESA TU 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Kendari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeci Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pcmerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

Meningat 

1. bahwa menurut hasil pern:erlksaan tersebut, sdr .... 
telah melakukan perbuatan 
berupa . 

2. bahwa perbuatao tersebut rnerupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf .... 
... Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3 •······· . 
4. bahwa untuk menegak:kan disiplin, perlu 

menjatuhkan hu.kuman disiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu rnenetapkan keputusan tentang penjatuban 
hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat 
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai 
Negeri Sipil; 

Menimbang 

Hasil Perneriksaan Tanggal .. Membaca 

RAHASlA 

KEPUTUSAN *) 
NOMOR . 

TENTANG 

PENJATUHAN HlJKUMAN DTSIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 
TlDAK ATAS PERMINTAA.N SENDIRT SEBAGAI PEGAWAI NEGER1 S1PlL 

KEPADA Sclr NIP PANGKAT/GOLONGAN RUANO 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, 
.................................................... *) 

J. Keputusan Penjatuhan Huku.man Disiplin Pemberhentian Dengan 
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil 



*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 

Tembusan Yth: 
1. . 
2 

NAMA . 
NIP . 

Diterima tanggal . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . *) 

NAMA .. 
NTP . 

Ditetapkan di .. 
Pada tanggal ... 

Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan 
ini rnulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai 
tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima 
keputusan ini 

KETIGA 

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum 
KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 

K.EDUA 

karena yang bersangkutan pada tanggal.. telah 
rnelakukan perbuatan yan.g melanggar ketenruan pasal ... 
angka ..... hurur... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 

. 
• • • • • 1-, • • • • • • o • • • • o • • o • • • • o o • • • o o • • '• • • • o •'' •• o O •Io 

Nama 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 



. . . Nama 
N1P 

Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pernberhentian 
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil 
Kepada: 

Menetapkan 
KESATU 

MEMUTUSKAN 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat U Kcndari; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pernerintah Nornor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 
Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintab Nomor 94 Tahun 2021 Tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

Meningat 

1. babwa menu rut hasil pemeriksaan tersebut, sdr .... 
telab melakukan perbuatan 
berupa .. 

2. babwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal.... angka .. huruf.. .. 
... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 

3 . 
4. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu 

menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal 
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; 

5. babwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dn huruf 
d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan 
hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan 
Honnat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

Menimbang 

Hasil Pemeriksaan Tanggal . Membaca 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA, 
.................................................... *) 

K. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan 
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil 

RAHASIA 
KEPUTUSAN *) 

NOMOR . 
TENT ANG 

PENJATUHAN HUKUJ\,lAN D!STPLIN PEMBEllliENTlAN TIDAK DENGAN 
HORMAT SEBAGAI PEG-AWAl NEGERT SIPIL KEPADA Sdr ....... NIP . 

...... PANGKAT/GOLONGAN RUANG 



*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang benvenang menghukum 

Tembusan Yth: 
1. . 
2 

NAMA . 
NTP . 

Diterima tanggal , . 

.. " " "" *l 
NAMA .. 
NTP ....... 

Ditetapkan di.. 
Pada tanggal ... 

Apabila tidak ada bandlng administratif, maka keputusan 
ini mulai berlaku pada hari kelima bela.s terhitung mulai 
tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerirna 
keputusan ini 

KEDUA 

Pangkat .. 
Jabatan . 
Unit Kerja .. 
karena yang bersangkutan pada tanggal. telah 
rnelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal ... 
angka ..... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 
2021. 



*l Tulislah namajabatan dari pejabat yang berwenang menghukum 

Tembusan Yth : 
1. . 
2.Pejabat yang dianggap perlu 

................................. *) 

NAMA . 

NIP . 

Untuk menerima keputusan Nornor tanggal 
........................... tentang penjatuhan hukuman disiplin . 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan 

Tempat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·~ . 
.. ' . NJP 

Pangkat 

Jabatan 

Pada 

Hari 

Tanggal 

Jam 

Nama 

Dengan ini diminta kehadiran saudara, untuk menghadap kepada : 

RAH.ASIA 

........................ ,j •• 

di . 

Kepada 

Yth . 

Lampiran V 

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DTSIPLIN 
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